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Abstract
Gender-based violence in digital spaces has become an escalating issue globally, impacting individuals through
harassment, stalking, and unauthorized sharing of private content. This study aims to examine and compare the
legal frameworks of Indonesia, India, Singapore, Malaysia, and the Philippines in addressing such violence,
focusing on victim protection and enforcement effectiveness. Using a qualitative descriptive approach and
comparative analysis, this research reviews primary legal documents, policies, and relevant literature to identify
the strengths and limitations of each country’s approach. Findings indicate that Indonesia relies on the
Domestic Violence Act (UU PKDRT) and the Women and Children Protection Unit (PPA), though limited
resources and a lack of specialized training for law enforcement remain challenges. India combines strict IT
regulations with public digital education campaigns, effectively raising awareness but still faces social stigma in
reporting. The study highlights the importance of accessible reporting mechanisms, public awareness initiatives,
and cross-country collaboration within ASEAN to enhance the effectiveness of legal protections against gender-
based violence in digital spaces. This research contributes by providing insights into the contextual adaptations
of legal frameworks and suggests future studies to conduct fieldwork for a deeper understanding of
implementation and policy adaptation.
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I. INTRODUCTION

Kekerasan berbasis gender di ruang digital telah menjadi fenomena global yang kompleks dan

semakin mengkhawatirkan seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital di seluruh dunia

(Kavanagh & Brown, 2020) . Kekerasan ini melibatkan pelecehan, intimidasi, dan ancaman yang

dilakukan melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, dan forum

daring (Mohamed et al., 2024). Dampak dari kekerasan ini sangat luas, terutama terhadap perempuan

dan kelompok rentan lainnya yang sering menjadi target. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

individu yang mengalami kekerasan berbasis gender di dunia maya sering kali mengalami tekanan

psikologis yang serius, kehilangan rasa percaya diri, serta mengalami dampak negatif terhadap

kehidupan sosial dan profesional mereka (Xie Yuchen, 2024) . Fenomena ini membutuhkan perhatian

serius dan pendekatan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak korban serta mencegah tindakan

serupa di masa depan (Al-Alosi, 2020).

Di Indonesia, kekerasan berbasis gender di ruang digital masih menjadi isu yang kompleks dan belum

sepenuhnya teratasi (Fatima, 2024) . Meski telah ada peraturan seperti Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
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penerapan regulasi ini sering kali menghadapi tantangan besar (Němec, 2022) . Keterbatasan sumber

daya, kurangnya pemahaman aparat hukum tentang isu gender, serta stigma sosial terhadap korban

membuat penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender di dunia maya belum optimal

(Oyewole, 2023) . Kasus-kasus yang dipublikasikan di media sosial sering kali menunjukkan bahwa

perempuan yang menjadi korban kekerasan digital masih enggan untuk melaporkan kejadian tersebut

karena khawatir dengan stigma dan minimnya dukungan hukum yang tersedia (Karakurt et al., 2022).

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain yang menghadapi

tantangan serupa. India, sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi,

mengalami peningkatan kasus kekerasan berbasis gender di ruang digital, terutama di kalangan

mahasiswa dan profesional muda (Verma & Gupta, 2023). Pemerintah India telah mengambil langkah

konkret untuk mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan undang-undang khusus terhadap

cyberbullying dan peluncuran program edukasi keamanan digital (Kaur & Saini, 2023) . Selain itu,

negara-negara seperti Singapura dan Malaysia juga telah mengadopsi pendekatan hukum dan

mekanisme perlindungan yang kuat, seperti Protection from Harassment Act di Singapura, yang

memungkinkan korban untuk melaporkan kasus kekerasan digital secara online (Mensah, 2024) .

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang proaktif dan terstruktur dapat memberikan

perlindungan yang lebih baik bagi korban dan meminimalkan dampak kekerasan berbasis gender di

ruang digital (De Silva De Alwis & Careylaw, 2023).

Literatur tentang kekerasan berbasis gender di ruang digital menunjukkan bahwa beberapa negara

telah berhasil menerapkan strategi khusus untuk menangani fenomena ini, namun masih terdapat

perbedaan dalam efektivitas kebijakan yang diterapkan (Marcos-Marcos et al., 2023) . Di Singapura,

Protection from Harassment Act memberikan akses yang mudah bagi korban untuk melaporkan

kekerasan digital melalui sistem pengaduan daring (Krishnan et al., 2023) . Hal ini memberikan

kemudahan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan tanpa harus berhadapan langsung dengan

aparat hukum (Seidu et al., 2024) . Di sisi lain, Malaysia mengandalkan Communications and

Multimedia Act untuk mengawasi konten dan membatasi penyebaran materi yang bersifat merugikan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulasi ketat terhadap konten daring dapat membantu

mengurangi jumlah kasus kekerasan berbasis gender, meski tetap memerlukan pemahaman yang

mendalam dari masyarakat untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut (Kaburuan, Elsafani

Daniela and Damayanti, 2022).

Namun, terlepas dari upaya yang telah dilakukan, masih ada gap penelitian terkait efektivitas regulasi

hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, terutama dalam konteks

kolaborasi lintas negara (Shah & Krishnan, 2023) . Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun

regulasi telah diterapkan di berbagai negara, masih banyak korban yang merasa ragu untuk

melaporkan kasus kekerasan digital karena takut akan stigma sosial atau merasa bahwa hukum tidak
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dapat melindungi mereka sepenuhnya (Childress et al., 2022) . Selain itu, mekanisme pengaduan dan

penegakan hukum di beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia dan Filipina, masih menghadapi

kendala dalam hal koordinasi dan pengawasan (Kurita, 2023) . Dalam konteks ini, perlu adanya studi

yang lebih mendalam untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum di berbagai negara ASEAN

dapat diharmonisasikan untuk menangani kekerasan berbasis gender secara lebih efektif dan

memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban (Tan, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum dalam menangani kekerasan berbasis

gender di ruang digital di Indonesia, India, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dengan

membandingkan kebijakan dan pendekatan hukum dari berbagai negara, penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem hukum yang ada, serta mengidentifikasi

faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu,

penelitian ini juga akan melihat bagaimana faktor budaya, kesadaran publik, dan akses terhadap

teknologi memengaruhi efektivitas kebijakan hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di

ruang digital.

Aspek kebaruan dari penelitian ini adalah pendekatan komparatif yang dilakukan dalam konteks

ASEAN, yang selama ini masih terbatas. Meskipun beberapa negara di ASEAN telah membuat

kemajuan dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, masih terdapat perbedaan yang

signifikan dalam hal regulasi dan mekanisme perlindungan. Studi ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoritis dan praktis dengan menyajikan perspektif baru tentang pentingnya kolaborasi lintas

negara dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital (Okolie, 2023) . Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan

negara-negara ASEAN lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, termasuk

penerapan mekanisme pengaduan daring dan kampanye kesadaran publik yang dapat membantu

korban dalam mencari perlindungan hukum (Krylova et al., 2022).

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis,

penelitian ini memperluas pemahaman mengenai pendekatan hukum yang kontekstual dan adaptif

dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, khususnya di kawasan ASEAN. Dari

segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan

regulasi yang lebih responsif dan efektif dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender di ruang

digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang

pentingnya keamanan digital dan mendukung korban dalam melaporkan kasus kekerasan digital tanpa

takut akan stigma atau diskriminasi sosial. Implikasi penelitian ini dapat mencakup penerapan

kebijakan baru di Indonesia yang memadukan mekanisme pengaduan daring dengan edukasi publik,

serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam penegakan hukum di

ruang digital.
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Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan

hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, tetapi juga memberikan wawasan

yang berharga untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini

diharapkan dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan

hukum dapat beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi dinamika teknologi digital yang terus

berkembang, sekaligus melindungi hak-hak korban kekerasan berbasis gender di ruang digital.

II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi komparatif untuk

mengevaluasi kebijakan hukum dalam penanganan kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Analisis dilakukan pada kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan beberapa negara lain, guna

memahami perbedaan pendekatan hukum serta mengevaluasi keefektifan masing-masing kebijakan

(Vahedi et al., 2024) . Data yang dianalisis berasal dari literatur yang relevan serta data sekunder dari

laporan, dokumen hukum, dan kajian terdahulu tentang kekerasan berbasis gender di ruang digital.

A. Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kekerasan

berbasis gender di ruang digital serta untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di berbagai

negara. Desain ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan hukum

di berbagai negara dalam menangani kekerasan berbasis gender, dengan menggunakan studi

komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapannya (Vahedi et al.,

2023).

B. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa sumber sekunder. Kajian literatur dilakukan

untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, definisi, dan perkembangan kebijakan

terkait kekerasan berbasis gender. Peneliti memeriksa berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang

relevan dengan topik ini.

Berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender

di ruang digital dari Indonesia dan negara lain dikaji sebagai bagian dari data sekunder. Hal ini

mencakup kebijakan nasional serta pedoman internasional yang relevan. Selain itu laporan dari

lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah digunakan untuk

menyajikan data empiris terkait prevalensi kekerasan berbasis gender di ruang digital, serta efektivitas

kebijakan yang ada (Kurasawa et al., 2023) . Sumber ini mencakup data dari organisasi internasional

seperti UNESCO dan WHO, serta lembaga nasional yang terlibat dalam penanganan kekerasan

berbasis gender (Miele et al., 2023).
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C. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis konten yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-

tema utama dalam kebijakan hukum terkait kekerasan berbasis gender di ruang digital. Data

diklasifikasikan sesuai dengan variabel utama, seperti jenis kebijakan hukum, mekanisme penanganan,

perlindungan korban, dan keefektifan kebijakan. Pengodean ini membantu memilah informasi penting

dari berbagai sumber dan menyusunnya menjadi tema-tema utama penelitian (Escalera Silva et al.,

2024).

Berdasarkan pengodean, tema-tema utama seperti pendekatan hukum represif, dukungan korban,

tantangan dalam penerapan kebijakan, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, diidentifikasi

untuk memperdalam analisis. Tema yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan cara

membandingkan efektivitas, tantangan, dan keberhasilan pendekatan hukum di setiap negara.

Interpretasi ini memungkinkan peneliti menyusun kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan

masing-masing kebijakan.

D. Studi Komparatif

Penelitian ini menerapkan metode studi komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan

kebijakan hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia, India, dan beberapa negara ASEAN.

Melalui studi ini, diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan hukum dari berbagai negara sehingga

memungkinkan evaluasi efektivitas pendekatan yang diterapkan dalam memberikan perlindungan

terhadap korban dan mencegah kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Studi komparatif juga membantu dalam memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat

kebijakan dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender. Faktor-faktor ini berguna dalam

menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Berdasarkan hasil perbandingan kebijakan hukum

di berbagai negara, peneliti akan menyusun rekomendasi yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk

meningkatkan penanganan kekerasan berbasis gender di ruang digital (Matteo, 2022).

E. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas data dijamin dengan menggunakan berbagai sumber terpercaya, termasuk

jurnal ilmiah, dokumen hukum resmi, serta laporan dari lembaga internasional yang kredibel. Selain

itu, data dari berbagai sumber ini dikaji secara kritis untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian

dengan fokus penelitian. Peneliti juga membandingkan temuan dari beberapa negara untuk

meningkatkan validitas eksternal penelitian ini.

F. Keterbatasan Penelitian

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini berpotensi mengurangi detail yang hanya bisa

diperoleh melalui penelitian lapangan atau wawancara langsung dengan responden. Selain itu tidak

semua dokumen hukum dari negara-negara sampel dapat diakses dengan mudah. Penelitian ini
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bergantung pada dokumen yang tersedia dalam bahasa Inggris atau yang dapat diakses melalui sumber

terpercaya. Karena penelitian ini mencakup perbandingan lintas negara, terdapat tantangan dalam

menyamakan interpretasi hukum yang mungkin berbeda sesuai dengan konteks dan sistem hukum

masing-masing negara.

G. Result and Discussion

Bagian ini menyajikan hasil penelitian tentang kebijakan hukum dalam menangani kekerasan berbasis

gender di ruang digital. Hasil disajikan berdasarkan tujuan penelitian dan dilengkapi dengan

interpretasi mendalam serta perbandingan dengan studi-studi sebelumnya.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Bagian Result and Discussion sebaiknya disusun secara berurutan dan logis, sehingga pembaca dapat

memahami hasil penelitian dan interpretasinya

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Data penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia, India, dan

negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina memiliki karakteristik dan

mekanisme yang berbeda-beda. Tabel 1 berikut ini menunjukkan perbandingan pendekatan hukum

antar negara.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Hukum Antar Negara

Negara
Kebijakan Hukum

Utama

Pendekatan dalam

Perlindungan Korban
Tantangan Implementasi

Indonesia UU PKDRT, UU Tindak

Pidana Kekerasan

Seksual

Perlindungan hukum melalui

UU PKDRT dan layanan PPA

Terbatasnya sumber daya,

kurangnya pemahaman

aparat hukum tentang isu

gender

India Undang-Undang IT

untuk Cyberbullying

Penegakan hukum ketat,

kampanye kesadaran digital

Stigma sosial, pelaporan

rendah

Singapura Protection from

Harassment Act

Perlindungan melalui

mekanisme pengaduan online

Minimnya pemahaman

publik tentang kebijakan ini

Malaysia Communications and

Multimedia Act, Penal

Code

Regulasi ketat terhadap konten

dan pengawasan ketat oleh

regulator komunikasi

Pengawasan yang ketat

terhadap aktivitas daring
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Filipina Anti-Violence Against

Women and Their

Children Act

Perlindungan bagi korban

kekerasan berbasis gender dan

mekanisme khusus untuk

pengaduan

Ketergantungan pada

lembaga bantuan soasial

Gambar 1 di bawah ini menggambarkan distribusi laporan kasus kekerasan berbasis gender di ruang

digital di Indonesia, India, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Gambar 1. Distribusi laporan kasus kekerasan berbasis gender di ruang digital di Indonesia, India,

Singapura, Malaysia, dan Filipina.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, ditemukan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda

dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital. Indonesia lebih mengutamakan UU

PKDRT dan layanan PPA untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender, namun tantangan utama

adalah kurangnya pelatihan aparat penegak hukum. India menggabungkan penegakan hukum ketat

dengan program kesadaran digital, yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

kekerasan digital.

C. Hasil Analisis Data

Pada analisis distribusi laporan, ditemukan bahwa India dan Filipina memiliki jumlah pelaporan yang

lebih tinggi dibandingkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Data statistik menunjukkan bahwa

perbedaan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih proaktif di India dan Filipina. Gambar 2 berikut

menunjukkan penurunan jumlah kasus dalam lima tahun terakhir di negara-negara tersebut.
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D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil signifikan dalam penelitian ini adalah efektivitas pendekatan India, yang melalui Undang-

Undang IT dan program pendidikan digital, menunjukkan penurunan kasus yang signifikan dalam

lima tahun terakhir. Sementara itu, Indonesia dan beberapa negara ASEAN masih menghadapi

tantangan dalam penerapan kebijakan yang efektif, terutama terkait kesadaran dan dukungan publik

terhadap korban.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap negara menerapkan pendekatan hukum yang berbeda

dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital, sesuai dengan konteks sosial dan

infrastrukturnya. Indonesia, dengan UU PKDRT dan layanan PPA, menyediakan perlindungan hukum

dasar bagi korban, tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan aparat penegak hukum

menjadi kendala utama (Lande et al., 2023) . Singapura dan Malaysia memberikan akses pengaduan

daring yang memudahkan korban, meski masih terkendala pada pemahaman publik yang terbatas (Shu

Yee et al., 2023).

Penelitian ini mendukung temuan dari (Kaburuan, Elsafani Daniela and Damayanti, 2022) , yang

menggarisbawahi pentingnya kolaborasi regional dalam menangani kejahatan siber. Di ASEAN,

forum AMMTC mendorong kerja sama dalam berbagi informasi dan teknologi, yang relevan dalam

menghadapi kekerasan berbasis gender lintas batas. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan (Kaur &

Saini, 2023) yang menekankan pentingnya pendidikan digital di kalangan mahasiswa untuk

meningkatkan kesadaran akan cyberbullying di India.

Salah satu temuan yang tak terduga adalah rendahnya tingkat pelaporan di Singapura, meski negara ini

memiliki mekanisme pengaduan daring yang mudah diakses. Hal ini mungkin disebabkan oleh

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengaduan dan adanya stigma sosial, yang

membuat korban enggan melaporkan kasus kekerasan digital (Thommandru et al., 2024).

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya pendekatan hukum yang

kontekstual dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang digital. Secara praktis, hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi digital dan akses yang mudah untuk pelaporan dapat

menjadi strategi efektif untuk menekan angka kekerasan berbasis gender di dunia maya. Pendekatan

pendidikan di India yang berhasil meningkatkan kesadaran digital dapat menjadi acuan bagi negara

lain, termasuk Indonesia, yang menghadapi stigma sosial tinggi terhadap korban.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penggunaan data sekunder yang bergantung pada

aksesibilitas dokumen hukum dari negara-negara yang dianalisis. Selain itu, perbedaan sistem hukum

dan budaya di setiap negara juga menjadi tantangan dalam melakukan perbandingan langsung.

Keterbatasan ini dapat mempengaruhi hasil interpretasi terkait efektivitas kebijakan.
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Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi lapangan

atau wawancara langsung dengan para ahli dan praktisi hukum dari berbagai negara. Pendekatan ini

diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tantangan implementasi kebijakan

di lapangan, serta memperkaya analisis terhadap upaya harmonisasi kebijakan di kawasan ASEAN.

Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi dampak kebijakan pendidikan digital dalam

mengurangi kekerasan berbasis gender di ruang digital pada populasi yang lebih luas.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pendekatan hukum dalam menangani

kekerasan berbasis gender di ruang digital di beberapa negara, yaitu Indonesia, India, Singapura,

Malaysia, dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam mekanisme perlindungan

korban dan efektivitas kebijakan hukum di setiap negara. Indonesia mengandalkan UU PKDRT dan

layanan PPA untuk perlindungan korban, namun keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan

aparat hukum menjadi kendala yang signifikan. Di sisi lain, India berhasil menunjukkan efektivitas

yang lebih tinggi dengan menggabungkan regulasi ketat dan program pendidikan digital, yang

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan di ruang digital.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang efektif dalam menangani

kekerasan berbasis gender di ruang digital membutuhkan kombinasi kebijakan hukum yang tegas,

kesadaran publik yang tinggi, serta akses yang mudah untuk melaporkan kasus. Singapura dan

Malaysia, dengan sistem pengaduan daring mereka, menyediakan contoh aksesibilitas yang baik,

namun masih perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pelaporan dan

mengurangi stigma sosial. Secara keseluruhan, studi ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan

sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, kesadaran publik, dan dukungan sosial yang ada di masing-

masing negara.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

pentingnya pendekatan hukum kontekstual dalam menangani kekerasan berbasis gender di ruang

digital. Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang penting, terutama dalam menyarankan

perlunya kebijakan yang memadukan edukasi digital dengan perlindungan hukum yang proaktif.

Untuk negara-negara di ASEAN, kolaborasi melalui forum AMMTC dapat menjadi peluang untuk

meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender lintas batas.

Penelitian ini telah berhasil mencapai tujuannya dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

kebijakan hukum di berbagai negara. Ke depannya, penelitian lebih lanjut yang melibatkan wawancara

dengan para ahli atau studi lapangan disarankan untuk memperkaya pemahaman terhadap

implementasi kebijakan di lapangan dan mengidentifikasi strategi yang lebih adaptif dalam menangani

kekerasan berbasis gender di ruang digital.
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